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ABSTRAK 

 

Wendi Ariansyah/222015123/2019/Pengaruh Prinsip-prinsip Good 

Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas/Akuntansi Sektor 

Publik. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh prinsip-prinsip good 

governance terhadap kinerja pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur 

pengaruh prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini 

menggunakan sampel, sampel yang digunakan sebanyak 34 responden. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Musi Rawas.  

 

Kata Kunci : prinsip-prinsip good governance, kinerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pada era globalisasi saat ini perkembangan akuntansi dalam bidang 

keuangan di Indonesia semakin berkembang. Pengelolaan keuangan sepenuhnya 

ditangani oleh pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem 

akuntansi di daerah untuk mengatur segala sesuatunya agar aktivitas pengelolaan 

keuangan dapat terlaksana secara jujur, transparan, adil, efektif, serta efisien. 

Dalam bidang keuangan perubahan yang signifikan adalah perubahan yang 

terdapat pada bidang akuntansi pemerintahan yang akuntabel menjadi isu yang 

sangat penting di pemerintahan Indonesia. 

 Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas beberapa provinsi 

dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap 

kabupaten/kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah yang ada di 

Indonesia membuat pemerintah pusat menjadi sulit untuk mengkoordinasi 

pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan 

dan penataan pemerintahan daerah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan 

yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum 

dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang pemerintah daerah. 

 Sistem desentralisasi memberikan keleluasan kepada daerah dalam 

mewujudkan daerah otonomi yang luas dan bertanggung jawab, mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi 

wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan untuk 
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meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. 

Masyarakat mengharapkan pemerintah mempunyai kinerja yang baik dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan dari konsep 

otonomi daerah. 

 Otonomi daerah merupakan wahana bagi daerah untuk dapat lebih 

mendekatkan berbagai kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil yang langsung 

menyentuh terhadap pelayanan masyarakat (public service).  Pembangunan sektor 

publik dalam meningkaatkan pelayanan publik adalah dengan cara 

mewujudkan/menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance). 

 Mardiasmo (2018: 22), good governance dapat diartikan sebagai cara 

mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan 

negara yang mengimplementasikan good governance berarti penyelenggaraan 

negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, 

transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, 

efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. 

Prinsip-prinsip good governance pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat 

objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolak ukur atau 

indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Karena pada akhirnya, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat 

melindungi dan mengendepankan kepentingan publik. Keseimbangan prinsip-

prinsip good governance tersebut apabila diterapkan, maka dapat memudahkan 
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organisasi sektor publik dalam melaksanakan pemerintahan dan 

mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat. 

 Mahsun (2013: 25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, 

dan misi organisasi yang tertuang dalam perancanaan strategi suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja merupakan bagian krusial bagi pemerintah dalam rangka 

mewujudkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan 

indikator kinerja kegiatan berupa input, output, dan outcome yang digunakan 

untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran 

 Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu kabupaten dan pemerintah 

daerah yang otonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Guna meningkatkan kinerja 

pemerintah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 

berusaha untuk meningkatkan kinerja setiap unit-unit organisasi sektor publik 

yang ada di Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Musi Rawas Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat 

daerah Kabupaten Musi Rawas membentuk suatu Badan/Dinas/Kantor yaitu 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas. 

Sebelum terbentuknya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas 

Nomor  62 tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, dan fungsi Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas merupakan bagian 

dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Musi Rawas.  
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 Pembentukkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

Kabupaten Musi Rawas bertujuan agar terciptanya pengelolaan pendapatan daerah 

yang terukur, transparan, dan profesionalisme menuju Mura Sempurna 2021 dan 

meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa, dan pelayanan 

prima guna meningkatnya kinerja pemerintah dan kesejahteraan rakyat dengan 

cara menggali dan menetapkan sumber-sumber pajak daerah. 

 Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan dengan wawancara 

terhadap karyawan di Badan Pengelola Pajak dan Daerah Kabupaten Musi Rawas 

ditemukan hasil sebagai berikut. 

 

Tabel I.1 

Hasil Penelitian Awal Tentang Prinsip-Prinsip GoodGovernance Di Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas 

No Keterangan Hasil/Temuan 

1 Partisipasi Kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar 

dalam proses pengambilan keputusan. 

2 Transparansi Kurangnya kebebasan dalam memperoleh 

informasi yang berhubungan dengan 

kebijakan dan pelayanan publik secara 

langsung. 

3 Daya Tanggap Prosedur dalam pelayanan masyarakat 

masih terjangkau lama dan cukup panjang. 

4 Berorientasi pada 

Kepentingan Publik 

Masih terdapat pengeluaran-pengeluaran 

untuk belanja yang belum sepenuhnya 

berbasis kinerja (mengutamakan 

pencapaian hasil (outcome) dari alokasi 

biaya (output) yang telah ditetapkan). 
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Lanjutan Tabel I.1 

5 Berkeadilan Kurangnya kemudahan bagi masyarakat 

dalam memperoleh informasi tentang 

anggaran dan kebijakan yang akurat dan 

memadai. 

6 Akuntabilitas Masih banyak anggaran yang belum dapat 

dipergunakan secara ekonomis. 

Sumber : Karyawan BPPRD, 2019. 

 Berdasarkan hasil temuan pada tabel I.1 terlihat bahwa masih ada beberapa 

prinsip-prinsip good governance yang belum diterapkan dengan baik oleh Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. Penerapan prinsip 

partisipasi, transparansi, dan berkeadilan yang tidak diterapkan oleh BPPRD 

berkemungkinan dapat menyebabkan kinerjanya tidak berjalan dengan baik 

karena informasi yang diberikan terbatas dan kurang memadai serta kurangnya 

keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Serta daya tanggap yang 

tergolong cukup lama dan prinsip orientasi pada kepentingan publik yang kurang 

diterapkan mengakibatkan kinerja BPPRD berkemungkinan menjadi tidak efektif 

dan ekonomis karena output yang dihasilkan tidak maksimal dan penggunaan 

sumber daya tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Dan penerapan prinsip 

akuntabiltas yang belum optimal berkemungkinan menyebabkan terjadinya 

pemborosan yang tidak ekonomis di BPPRD Kab. Musi Rawas. Dapat 

disimpulkan bahwa prinsip-prinsip good governance yang masih belum 

sepenuhnya diterapkan di BPPRD Kab. Musi Rawas dapat menyebabkan 

kinerjanya menjadi kurang baik. 
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Tabel I.2 

Hasil Kinerja Pemerintah Daerah 

Di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kabupaten Musi Rawas 

Tahun Ekonomis Efisiensi Efektivitas 

2016 97,24% 114,84% 76,55% 

2017 81,36% 79,88% 85,33% 

2018 90,68% 69,73% 70,65% 

Sumber : BPPRD Kabupaten Musi Rawas (Data diolah) 2019. 

 Berdasarkan tabel I.2 terlihat bahwa kondisi kinerja Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Musi Rawas telah mampu 

bertindak efisien tetapi belum mampu bertindak efektif dan ekonomis. Kinerja 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan efisien karena dalam 

melaksanakan kegiatannya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mampu 

menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya dalam mencapai 

output. Namun kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dikatakan 

kurang ekonomis karena belum mampu meminimalisir belanja yang dikeluarkan 

sehingga sering kali terjadi pemborosan. Selain itu kinerja Badan Pengelola Pajak 

dan Retribusi Daerah juga belum dapat dikatakan efektif karena sebagian besar 

target, program, dan tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah belum 

terlaksana dan tercapai. Hal ini kemungkinan dikarenakan dalam menerapkan 

prinsip-prinsip good governance belum diterapkan secara optimal sehingga 

menyebabkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menjadi 

kurang baik. 
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 Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah good governance. Good 

governance secara umum diartikan sebagai suatu konsep yang mengacu kepada 

proses pencapai keputusan dan pelaksanaannya yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara bersama. Suatu penyelenggaraan negara yang 

mengimplementasikan good governance berarti penyelenggaraan negara tersebut 

mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, 

daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan 

efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Kemal Supriadi, dkk (2013) menyatakan 

bahwa good governace tidak berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Ira (2014) dan juga 

penelitian yang dilakukan oleh Adi, dkk (2015) yang menyatakan bahwa good 

governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal ini 

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance sebagai cara mengelola 

semua urusan-urusan publik dengan baik dalam rangka terciptanya tata kelola 

pemerintah yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima sehingga dapat 

meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian suatu pelaksanaan 

suatu kegiatan atau program berdasarkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi 

yang tertuang dalam perancanaan strategi suatu organisasi. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin melakukan 

penelitian yang mengambil judul penelitian yaitu, Pengaruh Prinsip-Prinsip 

Good Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Badan 

Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah pengaruh prinsip-prinsip good 

governance terhadap kinerja pemerintah daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

pada penelitian ini yaitu untuk mengukur pengaruh prinsip-prinsip good 

governance terhadap kinerja pemerintah daerah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis 

Dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang teori akuntansi 

tentang pengaruh implementasi prinsip-prinsip good governance terhadap 

kinerja pemerintah daerah. 

2. Manfaat bagi lokasi penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, 

khususnya Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan good governance sehingga 

kinerja pemerintah daerah di waktu yang akan datang lebih baik. 

3. Manfaat bagi almamater 

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian 

selanjutnya, tentunya penelitian yang memiliki topik yang relatif sama.
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